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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukanh peneliti pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat 

Kota Bandar Lampung menurut Perda RTRW Kota Bandar Lampung hanya 

dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras, kegiatan wisata alam, 

dan olahraga alam. Pemanfaatan RTH publik untuk kegiatan budidaya tidak 

diizinkan. Pemanfaatan RTH publik juga harus sesuai dengan arahan 

pemanfaatan dan pengembangan RTH publik sebagaimana yang diatur 

dalam Perda RTRW Kota Bandar Lampung. Terhadap pemanfaatan ruang 

terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata ini pula harus 

dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen ketentuan 

umum peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan 

sanksi. 

2. Pemanfaatan RTH publik dengan jenis hutan kota di kecamatan Tanjung 

Karang Barat ini pada kenyataanya tidak sesuai dengan ketentuan Perda 

RTRW Kota Bandar Lampung, karena lahan hutan kota di kecamatan 

Tanjung Karang Barat ini dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. 

Pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya dilakukan pemerintah 

dalam rangka mengendalikan RTH publik belum dilakukan, baik instrumen 
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ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta 

pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan yang disampaikan di atas diperoleh saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah daerah agar segera merealisasikan pemanfaatan RTH 

publik di kecamatan Tanjung Karang Barat sesuai dengan ketentuan arahan 

perwujudan pemanfaatan dan pengembangan ruang, dan melakukan upaya 

pengendalian pemanfaatan ruang RTH publik sebagaimana yang diatur 

dalam Perda RTRW Kota Bandar Lampung. 

2. Kepada pelaku usaha agar menaati ketentuan pemanfaaan ruang kawasan 

peruntukan RTH publik di kecamatan Tanjung Karang Barat dengan tidak 

melakukan pembangunan kegiatan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW 

Kota Bandar Lampung. 
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